
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

PERATURAN BUPATILAMPUNG SELATAN 

NOMOR 34 TAHUN2010 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN BADAN PEMBERDAYAAN
 
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang : a.	 bahwa mcnindak lanjuti ketntuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 164 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, maka perlu 
dibuatkan rincian tugas jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hump a 
tersebut diatas, maka perlu menetapkan rincian tugas jabatan, fungsi dan tata 
kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Lampung Selatan dengan Peraturau Bupati Lampung Selatan. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

3.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

- ----- - ----- ••• --- -Q­

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 2008 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010. 

MEMUTUSKAN : 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG RINCIAN
Menetapkan TUGAS JABATAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan : 

I.	 Daerah adalah Daerah KabupatenLarnpung Selatan. 

2.	 Pemerintahdaerah adalah PemerintabKabupatenLampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn Lampung 
Selatan. 

7.	 Badan Pemberdayaan Perempuandan Ke1uarga Berencana adalah Badan 
Pemberdayaan Perempuandan Keluarga BerencanaKabupaten Larnpung 
Selatan, 

8.	 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga BerencanaKabupaten Lampung Selatan. 

9.	 Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
LampungSelatan. 



3 

BAB II
 

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
 

Bagian Pertama
 

Susunan Organisasi
 

Pasal 2
 

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perem?uan. dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Lampung Selatan, adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Badan. 

2. Sekretariat, membawahi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perencanaan; 
c. Sub Bagian Keuangan. 

3. Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga, membawahi: 
a. Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga; 
b. Sub Bidang Pengembangan Jaringan Infonnasi. 

4. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana (KB), membawahi: 
a. Sub Bidang .Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 
b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Rernaja; 

5. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, membawahi: 
a. Sub Bidang Pemberdayaan dan ketahanan Keluarga; 
b. Sub Bidang AKIE dan Penggerakan Masyarakat. 

6. Bidang Pemberdayaan Pecempuan, membawaili: 
a.	 Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; 
b.	 Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi AktifPerempuan dan 

Kesetaraan Gender. 

7. Unit Pelaksana Teknis. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 

Struktu- Organisasi 

Pasal 3 

Bagan slmktur Organjsasi Badal! P b 
Beren~ana sebagaimana tereantwn em erday~ Perempuan dan Keluarga 
yang Mak terpisahkan dati Peraturanp.~ LampIran dan merupakan bagian 

• lIlJ. 
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BAB III
 

RINCIAN TUGASJABATAN
 

Bagian Pertama
 

Kepala Badan
 

Pasal 4
 

Tugas pokok Kepala Badan adalah memimpin Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan 
pembinaan terhadap aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan. 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, Kepala BOOan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana daIam rangka 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan Fungsi Badan; 

b. memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kebijaksanaan teknis dibidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana agar sesuai perencanaan yang telah 

ditentukan; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Badan lnstansi terkait 

daIam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana agar 
terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam 
pelaksanaan pembangunan; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai acuan 
daIam pelaksanaan tugas, 

e. membagi habis tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana dibidang tehnis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 

aparatur yang berada dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggung-jawab masing-masing; 

f memberi petunjuk. teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan daIam pelaksanaan tugas. 

g. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil dibidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana; 

h. memberikan dan melakukan penilaian terhadap bawahan tentang 
aktivitas, kreatifitas dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas. 

1. membuat laporan kepada atasan/pimpinan daerah sebagai rnasukan 
untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka 

penyusunan program kerja BOOan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Latihan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja BOOan, serta rencana kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan 
acuan dalam pelaksanaan tugas, 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
___ 1_1 I 
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Kepala Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian 

Pasa18 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adaIah 
rnelaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang surat menyurat, 
kearsipan, perlengkapan dan perneliharnan, kepegawaian, hubungan 
kernasyarakatan, dokumentasi, kearnanan, ketertiban, serta kebersihan, 
keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rurnah tangga lainnya dalarn 
lingkungan Badan, 

Pasa19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 
8, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Urnurn dan Kepegawaian untuk dijadikan pedornan dalam 
pelaksanaan tugas. 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian serta menyusun bahan untuk 
pernecahan rnasalahnya; 

c. melaksanakan penataan adrninistrasi 
mempermudah proses lebih lanjut; 

surat menyurat untuk 

d. rnernberikan pelayanan kepada rnasyarakat yang bersangkutan dengan 
urusan kedinasan, terrnasuk pelayanan legalisir perizinan; 

e. rnelaksanakan tugas rurnah tangga Badan yang meliputi pelayanan 
angkutan dan akomodasi, pemeliharaan sarana dan prasarana Badan 
serta perjalanan Badan; 

f. rnengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan 
pengadaan, pcrneliharaan serta penghapusan barang; 

g. rnenyiapkan dan memantau penyedian tempat dan perlengkapannya 
unuk keperluan pelaksaan rapat dan pertemuan Badan lainnya; 

h. menyiapkan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan 
kepala Badan; 

I.	 melaksanakan kegiatan keolahragaan, kehumasan, ketatalaksanaan serta 
mernelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan Badan; 

J.	 rnelaksanakan penelaahan dan pelayanan kearsipan dan kepustakaan 
Badan; 

k.	 rnenyiapkan bahan dalam rangka rnenyelesaikan rnasalah kepegawaian 
yang meliputi usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi, penyelesaian 
kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat cuti, proses usulan 
pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan 
kepegawaian; 

1.	 rnenyiapkan bahan pernbinaan dan penataan sistem, metode dan 
prosedur kerja; 

m.	 memimpin.mengarahkan dan mernotivasi aparatur Non Struktural umum 
di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 
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n. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada 
aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih Ianjut; 

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasaan dan 
penyusun program lebih lanjut; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnyanya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelanearan pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Pereneanaan 

Pasal lO 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pereneanaan adalah melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat di bidang pereneanaan, evaluasi dan penyusunan 
laporan kegiatan Badan. 

Pasalll 

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal lO, Kepala Sub 
Bagian Pereneanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Pereneanaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bagian Pereneanaan dan menyusun bahan untuk pemeeahan 
masalahnya; 

e.	 mengumpulkan bahan dan bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam 
rangka merumuskan program dan arah kebijakan di bidang 
kepegawaian, pendidikan dan latihan; 

d.	 mengumpulkan data untuk bahan penyusunan reneana kegiatan Badan 
baik bulanan, triwulan semester maupun tahunan; 

e.	 meneari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan 
data dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas Badan sebagai 
bahan pereneanaan lebih lanjut; 

f.	 melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja 
serta kegiatan operasional; 

g.	 menyusun laporan hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan 
operasional (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); 

h.	 menyusun laporan akuntabilitas Badan; 

I.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum di lingkungan Sub Bagian Pereneanaan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

j.	 membagi habis tugas Sub Bagian Pereneanaan kepada aparatur Non 
Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih Ianjut; 
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I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan 
untuk dijadikan masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnyanya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Pasal12 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat di bidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran Badan, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan 
keuangan. 

Pasal13 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
12, Kepada Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai 
berikut: 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bagian Keuangan den menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. mengumpulkan petunjuk teknis 
Daerah, serta mengumpulkan 
Pendapatan Belanja Badan; 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
bahan penyusunan Anggaran dan 

d. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan keuangan Badan; 

e. menyiapkan bahan 
anggaran Badan; 

dalam rangka penyusunan rencana perubahan 

f. melakukan administrasi pembukuan secara sistematis sesuai 
ketentuan pemturan perundang-undangan yang berlaku 
memudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan Badan; 

dengan 
untuk 

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum di lingkungan Sub Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

h. membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan kepada aparatur Non 
Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan 
hasil kerja lebih lanjut; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan 
untuk dijadikan masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnyanya yang diberikan oleh atasan, 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 
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Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Pendataan dan Infonnasi Keluarga 

Pasal14 

Tugas pokok Kepala Bidang Pendataan dan Infonnasi Keluarga adalah 
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan 
dan mengoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan kegiatan dibidang 
pendataan dan infonnasi keluarga. 

Pasal15 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, Kepala Bidang Pendataau dan Infonnasi Keluarga mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang 
Pendataan dan lnfonnasi Keluarga untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas. 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
me1aksanakan tugas dibidang Pendataan dan Infonnasi Keluarga, agar 
pe1aksanaan tugas dapat berjalan sesuai program keria yang te1ah 
disusun; 

c.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Badan pemberdayaan Perempuan dan Ke1uarga Berencana serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang 
Pendataan dan Infonnasi Keluarga sebagai landasan dalam pelaksanaan 
tugas bidang Kesatuan Bangsa; 

d.	 merumuskan kebijakan dibidang pendataan, pengolahan, pemantauan 
dan analisa perkembangan data keluarga; 

e.	 merurnuskan kebijakan dibidang pengembangan jaringan infonnasi data 
mikro kependudukan melalui teknologi infonnasi; 

f.	 membagi habis tugas pada bidang Pendataan dan Informasi Keluarga 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memaharni tugas dan 
tanggung-jawab masing-masing; 

g.	 menerima dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
selanjutnya; 

h.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

i.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja 
lebih lanjut; 

J.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

k.	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan 

1.	 me1aksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga 

Pasal16 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Infonnasi 
Keluarga dibidang pemantauan dan analisa data keluarga. 

Pasal17 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16, Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga mempunyai 
rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga dalam rangka 
penyusunan program kerja dan rencana kerja Sub Bidang Pemantauan 
dan Analisa Data Keluarga untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas. 

b.	 menginventariskan perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro 
kependudukan dan keluarga; 

d.	 melaksanakan pemanfaatan data dan infonnasi program KB untuk 
mendukung pembangunan daerah; 

e.	 melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
pendataan keluarga;
 

£ melaksanakan pengolahan data dan infonnasi program KB nasional;
 
g.	 menyiapkan bahan sosialisasi dan orientasi pada petugas pendata; 
h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 

Umum dilingkungan Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data 
Keluarga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 
berhasil guna; 

1.	 membagi habis tugas Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data 
Keluarga kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memaharni tugas dan tanggungjawab masing­

masing; 
J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 

bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk menyempumakan 
basil kerja lebih Ianjut; dan 

1.	 melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pe1aksanaan tugas. 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Infonnasi 

Pasal 18 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang.Pengembangan Jaringan Inforrnasi adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Infonnasi Keluarga 
dibidang pengembangan jaringan infonnasi data rnikro kependudukan dan 
keluarga, 
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Pasall9 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daIam Pasal 
18, kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Informasi mempunyai 
rincian tugas sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pendataan dan Infonnasi Keluarga dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan 
Jaringan Infonnasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; . 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bidang Pengembangan Jaringan Infonnasi dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalah; 

c. menyiapkan infonnasi dan data rnikro kependudukan dan keluarga; 

d. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengendalian infonnasi 
data rnikro kependudukan dan keluarga; 

serta 

e. menyiapkan bahan dan data rnikro kependudukan dan keluarga bagi 
pihak-pihak yang membutuhkan; 

f. mengelola jaringan 
teknologi infonnasi; 

infonnasi data rnikro kependudukan melalui 

g. menyiapkan informasi dan sosialisasi data mikro kependudukan dan 
keluarga melalui media cetak dan elektronika; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non 
Umum dilingkungan Sub Bidang Pengembangan 
Infonnasi,agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya 
berhasil guna; 

Struktural 
Jaringan 

guna dan 

i. membagi habis tugas Sub Bidang Pengembangan Jaringan Infonnasi 
ogram kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

J. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan daIam penyusunan program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil keIja lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keempat 

Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana 

Pasal20 

Tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana adalah 
membantu kepala Badan daIam melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan 
mengoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan perencanaan Bidang 
per~nclUlllal4 pelaksanaan operasional dan evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan dalam rangka pengendalian program Keluarga berencana. 
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Pasal21 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20, Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Bereneana mempunyai rineian 
tugas sebagai berikut : 

a. me1aksanakan kourdinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan Ke1uarga Bereneana dan 
Pemberdayaan Perempuan serta reneana kerja pada Bidang 
Pengendalian Ke1uarga Bereneana untuk dijadikan bahan aeuan da1am 
pelaksanaan tugas. 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
me1aksanakan tugas dibidang Pengendalian Ke1uarga Bereneana agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah 
disusun; 

e. mempe1ajari peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan 
Badan Ke1uarga Bereneana dan Pemberdayaan Perempuan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang 
Pengendalian Ke1uarga Bereneana sebagai landasan dalam pelaksanaan 
tugas bidang Pengendalian Keluarga Bereneana; 

d. membagi habis tugas pada bidang Pengendalian Keluarga Bereneana 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan 
tanggung-jawab masing-masing; 

e. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
se1anjutnya; 

f. membina, memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas seeara berdaya guna dan berhasil guna; 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja 
lebih lanjut; 

h. melakukan kerjasama dengan unit kerja 
kelanearan pelaksanaan tugas. 

yang ada guna menunjang 

i. membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Bereneana 

Pasal22 

Tugas Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Bereneana adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Keluarga Bereneana di 
bidang pe1aksanaan, evaluasi dan penngendalian proses jaminan dan 
kualitas. Pelayanan Ke1uargaBereneana dan reproduksi sehat. 
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Pasal23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 22, 
Kepala Sub Bidang Jarninan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai 
rincian tugas sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerjadengan SubBidang lainnya di 
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bidang Jarninan Pelayanan Keluarga Berencana dan 
reproduksi sehatuntukdijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. melakukan inventarisasi perrnasalahan-perrnasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bidang Jarninan Pelayanan Keluarga 
Berencana dan menyusun bahan untukpemecahan masalah; 

c. menyiapkan konsep kebijaksanaan teknis dan strategi pelaksanaan 
kegiatan peningkatan mutupelayanan keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan 
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; 

d. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan 
kelangsungan hidupibu, bayi dan anak; 

e. menyiapkan bahan evaluasi hasil dan kegiatan program dan peningkatan 
mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan 
kelangsungan hidupibu, bayi dan anak; 

f. menyiapkan upaya-upaya pelayanan prima dan standar POGI terhadap 
calondanpesertaKB; 

g. membantu upaya-upaya mengatasi 
kontrasepsi terhadap akseptorKB; 

efek pelayanan alat dan obat 

h. menyiapkan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi 
peningkatan pelayanan keluarga berencana dan reproduksi sehat; 

J. melakukan Evaluasi pelaksanaan pengendalian program dan 
penanggulangan masalah reproduksi sehat dan kelangsungan hidup ibu, 
bayidan anakmelalui pelayanan promosi dan konseling; 

J.	 menyiapkan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan 
program dan pembinaan peningkatan pelayanan keluarga berencana dan 
reproduksi sehat; 

k,	 melakukan dan menjalin hubungan ketja dengan bidang dan instansi 
teknis terkait dalam perumusan penggarapan program dan kegiatan 
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan reproduksi sehat; 

I.	 mernirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umurn di lingkungan Sub Bidang Jarninan Pelayanan Keluarga 
Berencana, agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 
berhasil guna; 

m.	 membagi habis tugas Sub Bidang Jarninan Pelayanan Keluarga 
Berencana kepada aparatur Non Struktural Umurn sebagai bawahannya, 
agar setiap personil memaharni tugas dan tanggung-jawab masing­
masmg; 

n.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program dan kegiatan lebihlanjut; 

o.	 melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan hasil kerja bawahan; 
dan 

p.	 melaksanakan tugaskedinasan lainnya yangdiberikan oleh atasan. 
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Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja
 

p~~~t ')4 
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I. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Rcmaja, agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

m. membagi habis tugas Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja kepada 
aparatur Non Struktural Uinum sebagai bawahannya, agar setiap 
personil memahami tugas dantanggung-jawab masing-masing; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program dan kegiatan lebih lanjut; 

o. melakukan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan 
didelegasikan kepada bawahan; dan 

hasil kerja yang 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kelima 

Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Scjahtera 

Pasal 26 

Tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera adalah 
membantu kepala Badan da1ammelaksanakan perumusan kebijaksanaan dan 
mengoordinasikan serta penilaian atas peJaksanaan pengendalian keluarga 
masyarakat. 

Pasal27 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26, kepala Bidang Peagendalian Keluarga Sejahtera mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana serta rencana kerja pada Bidang Pengendalian 
Keluarga Sejahtera untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas. 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah 
disusun; 

c.	 mempelajari peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang 
Pengendalian Keluarga Sejahtera sebagai landasan dalam pelaksanaan 
tugas Bidang Keluarga Scjahtera dan Pergerakan Masyarakat; 

d.	 membagi habis tugas pada bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera 
kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan 
tanggung-jawab masing-masing; 

e.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
selanjutnya; 

f.	 memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara 
berdaya guna dan berhasil guna; 
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g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja 

lebih lanjut; . 
h. mclakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas, 

I. 
membuat laporan kepada Kepala Barlan sebagai m~ untuk 
dijarlikan bahan dalam menyusun programkerja dinas lebih IanJut; dan 

J. 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, untuk 

kelancll1llIl pelaksanaan tugas. 

KepalaSub BidangPemberdayaan danKetahananKeluarga 

Pasal28 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
 

~a1ah Melakukan koordinasi penyusunan program kerja ~adan di b~dan~
aU g. 1.£. melakukan advokast, komunikasl,
 
Pengendalian Keluarga eJanretll .
 
informasi dan adukasi,melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
 
kerjasarna antara lembagadan institusi masyarakat. 

pasal29 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 
Peraturan ini Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga 
mempunyai rincian tugas sebagaiherikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja laimtya 
dilingkungan Sekretariat bidangPengendalian Keluarga Sejahteradalam 
rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja Sub Bidang 
Pemberdayaan dan Ketahanan Keluargauntuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 

b.	 menginventariskan perrnasa1ahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bidang Pembeidayaan dan Ketahanan Keluarga dan 
penyusunan bahanuntuk pemecahan masa1ahnya ; 

c.	 mempersiapkan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang­
bidang lain maupun sektor terkait laimtya dalam rangkapenyusunan dan 
pengelolaa program dan laporan sebagai masukan dalam penyusunan 
dan penyiapan programdan kegiatanpengendalian keluargasejahtera; 

d.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan 
Keluarga agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 
berhasil guna; .• 

e.	 membagi habis tugas KepalaSub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan 
Keluarg~ kepada a~aratur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, 
agar. setiap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing­
masmg; 

f.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukandalam penyusunan programlebih Ianjut; 

g.	 melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, dan 

h.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut. 
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Kepala Sub Bidang AKIE dan Pergerakan Masyarakat 

Pasal30 

Tugas pokok Sub Bidang AKIE dan Pergerakan Masyarakat adalah 
melaksanakan sebagian tugas bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera 
dibidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan program 
pengembangan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan 
peningkatan kua1itas lingkungan keluarga. 

Pasal31 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3D, Sub 
Bidang AKIE dan Pergerakan Masyarakat mempunyai rineian tugas sebagai 
berikut: 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dalam rangka 
penyusunan program kerja dan reneana kerja Sub Bidang AK1E dan 
Pergerakan Masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas. 

b. menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bidang AKIE dan Pergerakan Masyarakat dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

e. menyiapkan konsep kebijaksanaan teknis dan strategi pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan 
ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 

d. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi 
keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga serta peningkatan 
kua1itas lingkungan keluarga; 

e. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan 
keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 

f. melakukan upaya-upaya pengembangan eakupan kualitas Kelompok 
UPPKS dengan mitro usaha, pengembangan kebijakan tehadap 
pelaksanaan kegiatan kelompok catur bina; 

g. melakukan pemantapan koordinasi dan keperpaduan serta penggalangan 
komitmen politis dengan jajaran dan sektor terkait maupun stakeholder 
untuk dijadiakn bahan masukan dalam penyusunan perencanaan 
penggarapan program dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. meningkatkan kua1itas pembinaaan dan pengelolaan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta peningkatan 
kualitas lingkungan keluarga melalui pembinaan,orientasi, pelatihan dan 
penilaian lomba; 

I. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bidang AK1E dan Pergerakan Masyarakat 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

j. membagi habis tugas Sub Bidang AKlE dan Pergerakan Masyarakat 
kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya, agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 
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I.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

m.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keenam 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Pasal 32 

Tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan adaIah Membantu 
Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan 
mengoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan perencanaan Bidang 
Pemberdayaan Perempuan. 

Pasal33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretaris dalam 
rangka penyusunan program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana serta rencana kerja pada Bidang Pemberdayaan 
Perempuan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan 
melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang 
disusun; 

dalam 
agar 
telah 

c. mempelajari peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang 
Pemberdayaan Perempuan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas 
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pergerakan Masyarakat; 

d. membagi habis tugas pada bidang Pemberdayaan Perempuan kepada 
bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung­
jawab masing-masing; 

e. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai 

masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja 
selanjutnya; 

f. memberikan motifasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara 
berdaya guna dan berhasil guna; 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja 
lebih lanjut; 

h. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

1. membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas 
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Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 

Pasal34 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah 
Melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan di bidang 
pemberdayaan perempuan yang meliputi melakukan advokasi, komunikasi, 
informasi dan edukasi,me1akukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
kerjasama antara lembaga dan institusi masyarakat dalam rangka 
perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

Pasa135 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34, 
Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian 
tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat bidang Pemberdayaan Perempuan dalam 
rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja Sub Bidang 
Perlindungan Perempuan dan Anak untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 

b.	 menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan penyusunan 
bahan untuk pemecahan masalahnya ; 

c.	 mempersiapkan, melakukan koordinasi dan keljasama dengan bidang­
bidang lain maupun sektor terkait lainnya dalam rangka penyusunan dan 
pengelolaan program dan laporan sebagai masukan dalam penyusunan 
dan penyiapan program dan kegiatan dibidang perlindungan perempuan 
dananak; 

d.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

e.	 membagi habis tugas Kepala Sub Bidang Ferlindungan Perempuan dan 
Anak kepada aparatur Non Struktura1 Umum sebagai bawahannya, agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

f.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

g.	 melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. dan 

h.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut. 
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Kepala Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi AktifPerempuan 
dan Kesetaraan Gender 

Pasal36 

Tugas pokok Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan dan 
Kesetaraan Gender adalah melaksanakan sebagian tugas bidang 
Pengendalian Keluarga Sejahtera dibidang pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan, penyelenggaraan program pengembangan ketahanan keluarga, 
pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan 
keluarga. 

Pasal37 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36, 
Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasiaktif Perempuan dan Kesetaraan 
Gender mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keJja lainnya 
dilingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka 
penyusunan program kerja dan rencana kerja Sub Bidang 
Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan dan Kesetaraan Gender 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. menginventariskan permasalahan yang berhubungan dengan bidang 
tugas Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan dan 
Kesetaraan Gender dan menyusun bahan untuk pemecahan masalalmya; 

c. menyiapkan konsep kebijaksanaan teknis dan strategi pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan 
ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 

d. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi 
keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga serta peningkatan 
kualitas lingkungan keluarga; 

e. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan 
keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 

f. melakukan pemantapan koordinasi dan keperpaduan serta penggalangan 
komitmen politis dengan jajaran dan sektor terkait maupun stokeholder 
untuk dijadiakn bahan masukan dalam penyusunan perencanaan 
penggarapan program dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

g. meningkatkan kualitas pembinaaan dan pengelolaan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga serta peningkatan 
kualitas lingkungan keluarga melalui pembinaan,orientasi, pelatihan dan 
penilaian lomba; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural 
Umum dilingkungan Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif 
Perempuan dan Kesetaraan Gender agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 

i. 

j. 

membagi habis tugas Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif 
Perempuan dan Kesetaraan Gender kepada aparatur Non Struktural 
Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggungjawab masing-masing; 
mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 
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k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

l.	 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas, 

BAB IV
 

KETENTUAN LAIN DA.~ PENU1UP
 

Pasal 38 

Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kelompok Jabatan 
Fungsional, akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri, 

Pasal 39 

Dengan berlakunya, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sarna 
dinyatakan tidak berlaku Iagi, 

Pasal 40 

Hal-hal yang belum diatur dalarn, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas 
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai dengan kebutuhan dengan 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa1 41 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuainya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten 
Larnpung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal :!8 Desember 2010 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 28 Desember 2010 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 
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